PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA
(Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama

Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha
Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Perusahaan Yayasan AS SARDY AL JAMAL KHAIR

Nomor Induk Berusaha ¢ 0250010062268

Alamat Kantor / Waru, Kel. Bulu Tempe, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab.

Korespondensi Bone, Prov, Sufawesi Selafan

Kode KBLI : 85132

Nama KBLI PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Nomor Proyek : 202010-2609-4437-0063-518

Lokasi Usaha

Waru, Kel. Bulu Tempe, Kec. Tanete Riattang Barat, Kab.
Bone, Prov. Sulawesi Selatan

Izin Usaha ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan
usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 25Februari 2021




PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Website : http:/ /dpmptsp.bone.go.id, e-mail : dpmptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpon/Fax (0481) 25056

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK ASRI

YAYASAN AS SARDY AL JAMAL KHAIR

DI WARU KELURAHAN BULU TEMPE KECAMATAN TANETE RIATTANG

BARAT KABUPATEN BONE TAHUN 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

SATU PINTU KABUPATEN BONE,

bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Izin
Operasional Perpanjangan Satuan PAUD maka perlu
diterbitkan Izin Operasional Perpanjangan Lembaga;
bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai
dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai
kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi,
Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan
secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang
perlu untuk diterbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tentang Izin Operasional Perpanjangan dan
Penyelenggaraan Satuan PAUD.

Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



10.

11

12.

13.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang

Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3762);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Perpanjangan
Pendidikan Anak Usia Dini;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun

2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor
6);

Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta
Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);

Peraturan Bupati Bone Nomor 16 Tahun 2017 tentang
Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone;

Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang
Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bone.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan  dan  memberikan  Izin Operasional
Perpanjangan Satuan PAUD kepada :
1. Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Asri
2. Nama Yayasan : Yayasan AS Sardy Al Jamal
Khair
3. Akta Notaris : Nomor 07
Pendirian Yayasan Tanggal 13 Juli 2017
4. Alamat : Waru Kelurahan Bulu Tempe
Kecamatan Tanete Riattang
Barat Kabupaten Bone
Provinsi Sulawesi Selatan
KEDUA . Memerintahkan Kepada Pihak Yayasan menyusun dan

menyempurnakan Rencana Induk Pengembangan
Pencapaian Standar Penyelenggaraan Satuan PAUD
paling lama 1 (Satu) Tahun, Apabila terjadi Pelanggaran
atas ketentuan penyelenggaraan Satuan maka Pemberian
Izin tersebut pada Diktum “KESATU” akan dicabut;

KETIGA : Izin Operasional  Perpanjangan  Satuan  PAUD
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku
selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai 25 Februari 2021
sampai dengan Tanggal 25 Februari 2026;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 25 Februari 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAY LAYANAN TERPADU SATU
[ BUPATEN BONE

: Pembina Utama Muda
119620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;

2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal



